BAB I
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Menurut pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa, dengan mempertimbangkan konteks dan problematika yang
telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah
menyediakan perlindungan khusus bagi anak, baik sebagai korban maupun
pelaku kejahatan, melalui implementasi

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012. Salah satu bentuk perlindungannya adalah
penerapan diversi dan pendekatan keadilan restoratif, terutama bagi anak-anak
yang terlibat dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan secara kolektif.
Diversi berperan penting dalam penanganan kasus pidana anak, karena
mengedepankan masa depan anak dan lebih memprioritaskan resolusi di luar
jalur peradilan formal. Data dari Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan
bahwa diversi telah berhasil diterapkan di beberapa kasus, termasuk kasus
penganiayaan yang dilakukan secara bersamaan, meskipun masih ada tantangan
dalam pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pendekatan
yang lebih manusiawi dan edukatif bagi anak yang terlibat dalam kejahatan
untuk menghindari dampak negatif yang berkepanjangan serta memastikan

pemenuhan hak-hak anak.
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B. SARAN

Saran bagi Penegak Hukum:Para penegak hukum, terutama dari
kalangan kepolisian, kejaksaan, dan hakim, diharapkan lebih memprioritaskan
pendekatan diversi dan keadilan restoratif dalam permasalahan pidana anak,
terutama dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
Penting untuk terus meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai SPPA agar
pelaksanaannya dapat lebih maksimal. Bagi Keluarga dan Masyarakat:Orang tua
dan anggota keluarga diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi,
mendampingi, serta mendidik anak-anak untuk menjauh dari lingkungan negatif
yang dapat mengarah pada tindakan pidana. Masyarakat juga diharapkan
berkontribusi dalam memberikan dukungan serta menciptakan lingkungan yang
sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi Pemerintah dan Pembuat
Kebijakan:Pemerintah perlu memperkuat peraturan serta fasilitas yang
mendukung pelaksanaan diversi, serta menyediakan layanan pendampingan
psikologis dan sosial bagi anak yang terlibat dengan hukum. Di samping itu,
evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi SPPA perlu dilakukan secara
berkala. Bagi Akademisi dan Peneliti:Diharapkan agar penelitian mengenai
penerapan diversi dan keadilan restoratif bagi anak pelaku kejahatan dapat terus
dikembangkan, sehingga mampu memberikan masukan serta rekomendasi yang

relevan untuk perbaikan hukum pidana anak di Indonesia.
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